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AbstrakDiberlakukannya Undang-Undang No. 6Tahun 2014membuka peluang bagi desadalam proses percepatan pembangunanmelalui alokasi dana desa. Melaluipengelolaan dana desa yang baik danberbasiskan kepada konsep GoodGovernance, diupayakan penggunaanyamemenuhi kaidah transparansi,partisipasi, dan akuntabilitas sehinggaberdampak kepada prioritas dankebutuhannya dalam pembangunandesa. Penelitian ini mencobamenganalisis proses pengelolaan danadesa dengan pendekatan perencanaanpembangunan berbasis prioritas dankebutuhan dalam mekanismepenyusunan APBDes. Metode yangdigunakan dalam penelitian ini adalahmetode deskriptif dengan pendekatankualitatif melalui teknik koleksi datamelalui wawancara. Lokasi penelitian iniberfokus kepada perencanaanpembangunan yang dilakukan di DesaSukadiri, Kabupaten Tangerang.Penelitian ini menemukan penyusunanAPBDes dilakukan dengan melibatkan

semua elemen dan aspirasi masyarakatmengenai kebutuhan mereka denganberpedoman dengan RPJMDes agarterjadi kesinambungan dari program-program kerja pemerintah desa setiaptahunnya. Hal yang sangat disayangkanadalah tidak adanya upaya dariPemerintah Desa Sukadiri untukmendapatkan dan meningkatkanpendapatan asli desa.
Kata Kunci: Dana Desa, PerencanaanPembangunan, Prioritas, Desa Sukadiri,APBDes

THE DYNAMICS OF VILLAGE FUND
MANAGEMENT AND PRIORITY BASED
DEVELOPMENT IN THE FORMULATING

OF APBDes

Abstract
Enactment of Village Law No. 6/2014
opens opportunities for villages to
accelerate their development through the
allocation of village funds. Through good
village fund management and based on
the concept of Good Governance, the
efforts will be made to meet the principles
of transparency, participation, and
accountability so that it impacts on their
priorities and needs in village
development. This study tries to analyze
the process of village fund management
with a development planning approach
based on priorities and needs in the
mechanism of formulating the APBDes.
The method used in this research is
descriptive method with a qualitative
approach through data collection
techniques through interviews. The
location of this research focuses on the
development planning carried out in
Sukadiri Village, Tangerang Regency. This
study found that the preparation of the
APBDes was carried out by involving all
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elements and aspirations of the
community regarding their needs by
referring to the RPJMDes so that there
would be continuity from the work
programs of the village government each
year. What is unfortunate is that there is
no effort from the Sukadiri Village
Government to obtain and increase the
village's original income.
Keyword: Viilage Funds, Development
Planning, Priority, Sukadiri Village,
APBDes

A. PENDAHULUANDiaturnya desa dengan undang-undang tersendiri, memperlihatkanpemerintah berniat untukmenjadikan desa sebagai basispembangunan nasional. Desa sebagaipenyelenggara pemerintahanterendah berdasarkan hierarkipelaksana pemerintahan yangmemiliki hak otonom yang ada diIndonesia, diharapkan mampumenjadi garda terdepan dalammelakukan pembangunan, karenadesa dianggap sebagai elemen dasaryang secara langsung berinteraksidengan masyarakat. Pemerintah Desamerupakan suatu kesatuan pelaksanapemerintahan yang memilikitanggung jawab untuk mewujudkankedaulatan desa.Selama ini Otonomi desadianggap adalah "otonomisebenarnya" dalam hal ini berartitidak hanya desa memilikikewenangan dalam hal mengurusrumah tangganya sendiri, tetapi jugadalam berinteraksi sosial diikat olehnorma dan nilai yang hidup dantumbuh dalammasyaraka. Pada masa

kepemimpinan Orde Baru,pemberlakuan homogenisasi bagidesa semakin menghilangkan nilai-nilai otonomi desa. Di bawahkekuasaan Orde Baru pengawasandan kontrol otoritas yang lebih tinggidan struktur desa dilemparkan dalamsatu tunggal struktur administrasiyang dirancang oleh pemerintahpusat (Antlöv, 2003; Antlöv,Wetterberg, & Dharmawan, 2016;Bebbington, Dharmawan, Fahmi, &Guggenheim, 2006).Pasca peristiwa reformasi dantumbangnya rezim orde baru ditahun 1998, keinginan dan ide-ideuntuk mengembalikan otonomi desakepada nilai otonomi yangsebenarnya mulai muncul. Tetapikemudian permasalah lain munculseiring dengan ide untukmengembalikan fungsi otonomi desa,yaitu tuntutan untuk mencapaikesejahteraan desa. Sistempemerintahan desa yang memilikikeberagaman sistem antara desayang satu dengan yang lain, sehinggasetiap desa memiliki karakternyasendiri yang kadang justrumenghambat alur kontrol untukperbaikan dan kesejahteraan(Bebbington, Dharmawan, Fahmi, &Guggenheim, 2004; Bebbington et al.,2006).Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 Tentang Desa hadirsebagai bentuk keseriusanpemerintah guna meningkatkanpercepatan pembangunan desa danmeningkatkan pelayanan publik demikesejahteraan masyarakat. Hal inimengingat bahwa sebelumnya
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Pemerintahan Desa hanya diaturdalam Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 Tentang PemerintahanDaerah.Di dalam undang-undang desadiatur tentang perlunya menetapkankaidah-kaidah yang baik dalammenjalankan roda pemerintahan,yang didalamnya berisikan kaidah-kaidah dalam bidang pengelolaanpemerintahan untuk mewujudkantata kelola pemerintahan yang baik(Good Governence). Undang-undangDesa yang baru memberikankeistimewaan tersendiri bagi desaterutama dalam hal pengelolaankeuangan. Seperti selisih jumlah yangsignifikan antara dana desa denganjumlah Alokasi Dana Desa (ADD).Kebijakan anggaran tersebut telahmembuka ruang yang lebih luas bagidesa untuk mewujudkan kemandiriandesa (Ahrori, 2011; Akbar, 2015;Astuty, 2013).Konsep alokasi dana desa(Sumber) Alokasi dana desa yangberasal dari pusat ditujukan gunamembantu desa dalam segipendanaan kegiatan pemerintah desa.Dengan nominal yang cukup besartersebut desa diharapkan mampumembiayai semua kegiatanpemerintahannya yang bertujuanmeningkatkan kesejahteraanmasyarakat desa. Melalui pengelolaandana desa ini diharapkan adanyapeningkatan partisipasi dalam rangkapemenuhan kebutuhan masyarakatdesa (Antlöv et al., 2016).Secara keseluruhan, dana desamerupakan upaya untukmeningkatkan pembangunan di desa

dan mengurangi ketimpangan. Desaselama ini dikenal erat kaitannyadengan bidang agriculture, yangdalam perspektif ekonomi masihpada level sistem tradisional ekonomidan berakibat kepada rendahnya nilaitambah/keuntungan dari produksisehingga lambatnya perkembanganekonomi dari wilayah/daerahtersebut (Burch & Goss, 1999). Haltersebut merupakan sebuahrepresentasi dasar bahwasannyakehidupan desa lebih berpotensikepada kemiskinan, dan untukmengatasi hal tersebut pemerintahmelakukan berbagai upaya untukmendorong pembangunan daerahpedesaan. Beberapa studiberargumentasi jika perkembanganurbanisasi yang tinggi diakibatkankarena gagalnya daya tarik daerahpedesaan dalam pembangunan, yangberakibat kepada Disparitas ekonomidan interaksi antara perkotaan danpedesaan (Akita & Miyata, 2008;Kanbur & Zhuang, 2013).Beberapa studi membuktikanjika Tantangan terbesar kegagalanpembangunan di desa, sebagian besardikarenakan gagalnya membangunmanajemen yang efektif danberkelanjutan serta konsistensidalam konteks kelembagaan (Martin& Sherington, 1997; Molosi-France &Dipholo, 2017; Rodríguez-Pose,2013). Di dalam Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 Tentang Desadiatur tentang perlunya menetapkankaidah-kaidah yang baik dalammenjalankan roda pemerintahan,yang didalamnya berisikan kaidah-kaidah dalam bidang pengelolaan
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pemerintahan untuk mewujudkantata kelola pemerintahan yang baiktermasuk tata kelola keuangan.Kebijakan anggaran yangterdapat dalam undang-undang desa,telah membuka ruang yang lebih luasbagi desa untuk mewujudkankemandirian desa. Hal tersebutmenjadi salah satu keistimewaanyang ada pada undang-undang desa.Alokasi dana desa yang berasal daripusat ditujukan guna membantu desadalam segi pendanaan kegiatanpemerintah desa. Dengan nominalyang cukup besar tersebut desadiharapkan mampu membiayaisemua kegiatan pemerintahannyayang bertujuan meningkatkankesejahteraan masyarakat desa(Noviyanti, Gamaputra, Lestari, &Utami, 2018).Tetapi walaupun lahirnyaundang-undang tersebut merupakansebuah harapan baru bagipembangunan dan perkembangandesa, pemerintah desa harus sadarbahwa dalam pelaksananya,penggunaan dana desa memilikitanggung jawab perihal pencatatansecara administratif pendapatan aslidesa yang semenjak dikeluarkannyaundang-undang desa tersebutmenjadi sebuah poin utama reseitensidalam hal prosedural penggunaanya.Sebagaiman seperti yangdikemukakan oleh Lewis (2015) padapenelitian sebelumnya mengenaialokasi dana desa yang secarapenerapan kebijakannya dianggapterlalu terburu-buru, dan cenderungtanpa perencanaan yang jelas yangdapat berakibat kepada, apakah

pemerintah desa mampu untukmengelola alokasi dana tersebut .Lebih lanjut lagi, Berdasarkan (Susan& Budirahayu, 2018).Undang-Undang No. 6 Tahun2016 telah mengatur mengenaipengelolaan dana desa denganberasaskan kepada konsep Good
Governance yang mengedepankantransparansi, partisipasi,akuntabilitas dan distribusi informasiyang baik (Moedarlis, 2019), akantetapi pertanyaan fundamental yangterjadi apakah secara konsepkehidupan social politik masyarakatdesa telah memahami konseptersebut? Merupakan sebuahpertanyaan mendasar yang perludisadari dalam pengelolaan dana desa.Berangkat dari hal diatas,penelitian ini berupaya untukmemberi gambaran lebih dalammengenai pengelolaan keuangan desapasca diberlakukannya undang-undang desa, terutama dalampengoptimalisasian penggunaannyadalam pembangunan desa melaluipendekatan perencanaanpembangunan partisipasi. Peneltianini berupaya untuk mengeksplorasilebih dalam mengenai mekanismeperencanaan pembangunan dalampenyusunan APBDes di Desa SukadiriKabupaten Tangerang dalam sudutpandang perencanaan melaluipenetapan prioritas dan kebutuhandesa dan pelaksanaanya.
B. TEORI (Literature Review)Undang-Undang nomor 6 tahun2014 tentang desa, hadir dengan
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Gambar: Kerangka PemikiranSumber: (Soleh & Rohmansjah, 2014)

sejumlah keistimewaan salah satunyayaitu alokasi dana desa yangbersumber dari APBN dengannominal yang sangat besar untuksetiap desanya. Dengan alokasi danadesa yang sangat besar dan otonomiyang diberikan pemerintah Indonesiakepada pemerintah desa, membuatdesa dapat menggunakan semua danatersebut dalam membiayai seluruhkegiatan pemerintahan desa. Namunpemerintah tidak hanya memberikandana dan membebaskan desamenggunakannya sesuai keinginanmereka. Pemerintah memberikanpanduan untuk penggunaan danatersebut yang ditetapkan dalamPeraturan Menteri Dalam NegeriNomor 113 Tahun 2014 TentangPengelolaan Keuangan Desakhususnya mengenai mekanismepenyusunan APBDesa dijelaskansecara rinci pada Pasal 20 sampai 23pada tahapan perencanaan dalampengelolaan keuangan desa. Inibertujuan agar pembangunan desalebih terarah dan dalam penggunaandana tersebut lebih efektif danefesien (Harigunna & Arinta, 2018).Peneliti menggunakan teorimengenai Anggaran Pendapatan danBelanja Desa atau APBDesa yangdikemukakan oleh (Soleh &Rohmansjah, 2014) yaitu “RencanaKeuangan Tahunan PemerintahanDesa yang dibahas dan disetujuibersama oleh Pemerintah Desa danBadan Permusyawaratan Desa yangditetapkan dengan Peraturan Desa,yang terdiri dari Pendapatan, Belanjadan Pembiayaan”. Berdasarkanpemahaman tersebut, peneliti

membagi 3 tahapan dalammekanisme penyusunan APBDesayaitu: a) Perencanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Desa atauAPBDesa; b) Pendapatan, belanja danpembiayaan desa; dan c) PenetapanAnggaran Pendapatan dan BelanjaDesa atau APBDesa.

C. METODEPenelitian ini menggunakanmetode penelitian kualitatif denganpendekatan deskriptif. Tujuan daripenelitian ini adalah untukmengeksplorasi lebih dalammengenai mekanisme perencanaanpembangunan Desa SukadiriKabupaten Tangerang dalam sudutpandang perencanaan melaluipenetapan prioritas dan kebutuhandesa dan pelaksanaanya. Dalampenelitian ini, proses pengumpulandata dilakukan dengan wawancaramendalam dengan berpedomankepada teori dari (Soleh &Rohmansjah, 2014) mengenairencana keuangan tahunan desa.Teknik wawancara mendalamyang digunakan yaitu penelitiberusaha menggali informasisebanyak-banyaknya mengenaimekanisme penyusunan APBDesa
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kepada narasuber yang telahditentukan sebelumnya. Dalammenentukan informan untukmendapatkan informasi yang validpeneliti menggunakan teknik
purposive sampling. Adapun yangmenjadi informan dalam penelitianini dapat dilihat pada tabelnarasumber penelitian di bawah ini.

Tabel 1. Informan Penelitian

pembangunan tahunan yangdiselenggarakan oleh pemerintahdesa. Program pembangunantahunan desa diturunkan dariProgram Pembangunan JangkaMenengah Desa (RPJMDes) yangmerupakan penjabaran visi dan misikepala desa terpilih. Program-program tesebut disusun menjadiRencana Kerja Pemerintah Desa(RKPDes) yaitu rencana kerjatahunan pemerintah desa dalammenyelenggarakan programpembangunan dan pelayanan di suatudesa.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Village Development Planning

ManagementPemerintah desa setiap tahunwajib menyusun AnggaranPendapatan dan Belanja Desa atauAPBDesa. APBDesa merupakanpembiayaan terhadap program

Proses penyusunan APBDesayang akan peneliti kemukakan dibawah, berdasarkan pada tahapanperencanaan dalam pengelolaankeuangan desa yang tercantum dalamPeraturan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 113Tahun 2014 Tentang PengelolaanKeuangan Desa pada Pasal 20, 21, 22dan 23 yaitu sebagai berikut. Prosespenyusunan APBDesa dilakukansecara bertahap yang bertujuanuntuk mempermudah danmemaksimalkan kegiatanpenyusunan APBDes tersebut.Tahapan-tahapan tersebut terdiridari tahap persiapan, evaluasi danpenetapan APBDesa. Prosespenyusunan APBDesa melibatkansemua elemen yang ada di desasukadiri terutama RT dan RWsetempat. Masyarakat dapatmenyampaikan aspirasi mengenaikebutuhan mereka kepada RT danRW setempat, kemudian pada pramusrenbang para RT dan RWtersebut menyampaikan aspirasi

No Nama Jabatan Tupoksi
1. Mad

Yasin
Kepala
Desa

Sukadiri

Menyelenggarak
an Pemerintah
Desa, Pembinaan
Masyarakat dan
Pemberdayaan
Masyarakat.

2. Andi
Wijaya

Sekretar
is Desa
Sukadiri

Membantu
Kepala Desa
Dalam
Melaksanakan
Tugas Dan
Wewenangnya.

3. Ajid
S.Pd

Sekretar
is Badan
Permusy
awarata
n Desa
(BPD)

Menampung dan
Menyalurkan
Aspirasi
Masyarakat Desa
dan Melakukan
Pengawasan
Kinerja Kepala
Desa.

4. Nunung Masyara
kat Desa
Sukadiri

-
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yang telah ditampung danmemberikan arahan atau pandanganterhadap tim penyusun APBDesa.Tahap persiapan ialahpenyusunan Rancangan PeraturanDesa (Raperdes) tentang APBDesaberdasarkan Rencana KerjaPembangunan Desa (RKPDes) yangdilakukan oleh sekretaris desa.Raperdes yang telah disusun harusmeliputi naskah APBDesa, lampiran 1ringkasan APBDesa, lampiran 2rincian APBDesa, lampiran 3penjabaran APBDesa serta DokumenPelaksanaan Anggaran Desa(DPADes). Setelah itu sekretaris desamenyampaikan Raperdes tentangAPBDesa kepada kepala desa gunamemperoleh persetujuan dari kepaladesa. Raperdes tentang APBDesayang sudah disetujui oleh kepala desaselanjutnya akan disampaikankepada Badan PermusyawaratanDesa (BPD) dengan melampirankanbeberapa hal yang sudah dijelaskan

diatas. Dan untuk selanjutnya,dibahas dalam rangka memperolehpesetujuan bersama disertai suratpengantar dan nota penjelasanrancangan peraturan desa.Penyampaian Raperdes tersebutpaling lambat disampaikan 1 bulansetelah Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) kabupatenatau kota ditetapkan sebagaiperaturan daerah.Persetujuan bersama antarakepala desa dengan BPD dilakukanpaling lambat seminggu setelahRaperdes tersebut diterima oleh BPD,apabila BPD sampai batas waktu yangsudah ditentukan tidak memberikanpersetujuan maka kepala desa akanmelaksanakan pendapatan danpengeluaran paling tinggi sebesarangka APBDesa tahun anggaransebelumnya untuk membiayaikeperluan setiap bulan. Apabila haltersebut terjadi maka dalammelaksanakan APBDesa tahunsebelumnya, kepala desa terlebih

Gambar: Proses Penyusunan APBDes
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dahulu menyusun Raperdes tentangAPBDesa dan meminta pengesahanbupati melalui camat.Raperdes tentang APBDesayang sudah telah disetujui bersamaBPD, sebelum ditetapkan menjadiperaturan desa dilakukanlah prosesevaluasi yang dilakukan denganmenyampaikan Raperdes tentangAPBDesa tersebut kepada bupati atauwalikota melalui atau dideligasikankepada camat. Hasil evaluasi bupatiatau walikota terhadap rancanganperaturan desa tentang APBDesatentang APBDesa disampaikan palinglama 20 hari kerja kepada kepaladesa. Setelah Raperdes tentangAPBDesa tersebut dievaluasi olehbupati atau walikota melalui camatdan sudah setuju dengan Raperdestersebut, kepala desa dan BPDmelakuka penyesuaian Raperdestentang APBDesa dan selanjutnyaditetapkan menjadi peraturan desa.Peraturan desa yang telah ditetapkantersebut selanjutnya dikirim kepadabupati atau walikota bagianpemerintahan desa, dengantembusan Inspektorat daerah, bagianhukum dan camat.Dalam perencaaanpembangunan desa sukadiriberusaha untuk menekankan kepadaapa yang masyarakat sampaikanmengenai kebutuhan masyarakat,Berdasarkan hal tersebutperencanaan pembangunan yangditerapkan oleh Desa Sukadiri sudahmenerapkan mekanisme bottom up
planning. Perencanaan denganmetode bottom- up ini berupaya

melibatkan semua pihak sejak awal,sehingga setiap keputusan yangdiambil oleh Pemerintah DesaSukadiri merupakan keputusanbersama dan mendorong keterlibatandan komitmen sepenuhnya untukmelaksanakannya. Perencanaanpembangunan yang dilakukan dengancara tersebut diharapkan masyarakatikut serta secara aktif dalampembangunan desa itu sendiri.
Bottom-up planning merupakanperencanaan yang dibuatberdasarkan kebutuhan, keinginandan permasalahan yang dihadapi olehmasyarakat desa yang kemudianbersama-sama pemerintah desamenetapkan kebijakan untukmenyelesaikan permasalahan yangsedang dihadapi tersebut.Pemerintah Desa di sini hanyaberperan sebagai fasilisator.Sebagaimana yang dikemukakan olehSekretaris BPD Sukadiri, bahwa“Pemerintah Desa Sukadiri khususnya

para Kaur dan BPD bertugas untuk
mengelola dan mengawasi anggaran
desa”.Pemerintah Desa dan BPDSukadiri hanya berperan sebagai alatuntuk mengatur dan mengawasipengelolaan keuangan desa.Meskipun Desa Sukadirimenggunakan perencanaanpembangunan dengan pendekatan
Bottom Up Planning dimana semuaprogram kegiatan yang dibuat olehPemerintah Desa Sukadirimerupakan hasil representasi darikebutuhan masyarakat di lapangan,Pemerintah Desa Sukadiri berperandalam penentuan program yang
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menjadi prioritas. Sedangkan BPDSukadiri berperan sebagai pengawasbagi Pemerintah Desa dalammengelola keuangan desa yangbertujuan agar pemerintah desadapat benar-benar merealisasikanapa yang masyarakat butuhkansesuai dengan kewenenganPemerintah Desa. Penampunganasipirasi Masyarakat Desa Sukadiridilakukan untuk mengetahui semuahal mengenai kebutuhan, keinginandan permasalahan yang dihadapi olehmasyarakat desa dalam keseharianaktifitas mereka. Pada prosestersebut semua yang disampaikanoleh masyarakat diterima danditampung secara baik olehPemerintah Desa dan BPD Sukadiri.Penentuan program-programprioritas dikarenakan anggaran ataukeuangan desa yang digunakan untukmembiayai program tersebutmemiliki batasan dalam jumlahnominal sehingga tidak dapatmerealisasikan semua yangmasyarakat sampaikan meskipun haltersebut merupakan kebutuhanmereka. Dengan menentuan programprioritas diharapkan penggunaankeuangan desa dapat dilaksanakandengan maksimal dan terarah.Penentuan program prioritas yangakan dianggarkan dalam APBDesamenggunakan RencanaPembangunan Jangka Menengah Desaatau RPJMDes Sukadiri sebagaipedomannya.Pemerintah Desa Sukadirimenggunakan RPJMDes yang telahdibuat ketika Kepala Desa barudilantik sebagai pedoman dalam

penyusunan APBDesa. PenggunaanRPJMDes sebagai pedoman dalampenentuan program prioritas dapatmenghasilkan kegiatan atau program-program kerja yang saling menopangatau menunjang program-programpemerintah pada tahun sebelumnyadan tahun selanjutnya. Sebagaimanayang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa Pasal 79 Ayat 1“pemerintah desa menyusun
perencanaan pembangunan desa
sesuai dengan kewenangannya
dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan kabupaten/kota”.Ini disebabkan RPJMDes dibuatsetiap 6 tahun sekali dan berisikangaris besar pembangunan yang akandilakukan oleh pemerintah desa,sedangkan RKPDes dibuat setiaptahun dan berisikan program-program yang menunjang garis besarpembangunan yang ada di RPJMDestersebut. RPJMDes berisikan arahkebijakan pembangunan desa yangdisusun berdasarkan keadaan desadan sebagai tindakan penyelarasankebijakan pembangunan desa dengankabupaten atau kota.Menyinergiskan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkanPemerintah Desa Sukadiri mengenaipembangunan desa dengan arahkebijakan Pemerintah KabupatenTangerang dilakukan agar kebijakan-kebijakan pemerintah desa yangdirumuskan dalam RKPDes dapatmenopang atau mendukungpembangunan yang dilakukan olehpemerintah kabupaten atau kotadalam hal ini Kabupaten Tangerang.
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Berdasakan hal tersebutlah RPJMDessangat mempengaruhi penentuanprogram prioritas di Desa Sukadiri.Namun tidak dapat dipungkiribahwa pembangunan di DesaSukadiri lebih mengedepankanpembangunan fisik berupainfrastruktur yaitu jalan, hal tersebutmerupakan kebutuhan yang palingsering disampaikan oleh masyarakat,sebagaimana yang telah disampaikanoleh Kepala Desa Sukadiri, bahwa“Masyarakat desa lebih menginginkan
pembangunan fisik yaitu jalan,
sehingga dalam menentukan program
prioritas berdasarkan seberapa
penting jalan tersebut digunakan
dalam keseharian masyarakat desa
untuk beraktifitas”.Hal tersebut pula dibenarkanolehSekretaris BPD Sukadiri:“Masyarakat hanya mengingkan
pembangunan fisik atau jalan, jadi
penentuan prioritas berdasarkan pada
letak strategis jalan tersebut ketika
digunakan masyarakat dalam
aktifitas sehari-hari”.Berdasarkan hasil wawancaratersebut, pembangunan fisik menjadisalah satu program prioritas di DesaSukadiri ini disebabkan masihbanyaknya akses jalan di desa yangsulit untuk dilalui oleh masyarakatdesa sehingga menghambat aktifitasmereka sehari-hari. Kesulitan danketerbatasan yang masyarakat desaalami dapat menghambat kegiatanperekonomian mereka, sepertidistribusi hasil pertanian. DesaSukadiri memiliki luas lahanpertanian yang cukup besar, danmenjadikan pertanian menjadi salah

satu sumber utama ekonomiMasyarakat Desa Sukadiri.Infrastruktur desa khususnya jalanmenjadi prioritas desa, maka untukpenentuan dimana pembangunanjalan tersebut akan dilakukan letakstrategisnya yang menentukanapakah jalan tersebut menjadiprioritas desa yang harusdidahulukan.Secara lebih detail PadaAnggaran Pendapatan dan BelanjaDesa (APBDesa) Sukadiri TahunAnggaran 2016, pendapatan desayang bersumber dari dana desa(alokasi APBN) sebesar Rp.650,648,820.00. Sebagian besarpendapatan yang bersumber daridana desa digunakan untukmembiayai belanja desa pada bidangpembangunan desa yaitu sebesar Rp.617,104,620.00. Untuk membiayaikegiatan pembangunan jalan desasebesar Rp. 541,202,620.00 yangterdiri dari belanja barang dan jasasebesar Rp. 19,200,000.00 yaituhonorarium tim pengelola kegiatandan tim teknis insfeksi masing-masing sebesar Rp. 7,200,000.00 danRp. 12,000,000.00. Serta belanjamodal sebesar Rp. 522,002,620.00untuk membiayai belanja modalpengadaan jalan desa. Pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaansaluran pembuangan air limbahsebesar Rp. 75,902,000.00 yangterdiri dari belanja barang dan jasasebesar Rp. 1,200,000.00 untukmembiayai honorarium tim pengelolakegiatan dan tim teknis insfeksimasing-masing sebesar Rp.450,000.00 dan Rp. 750,000.00.
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kemudian belanja modal sebesar Rp.74,702,000.00 untuk membiayaibelanja modal dan bangunan lainnya.Belanja bidang pemberdayaanmasyarakat hanya sebesar Rp.33,544,200.00 yaitu untukpeningkatan kapasitas kelompok tanidalam pengembangan pertanian.Belanja tersebut terdiri dari belanjabarang dan jasa sebesar Rp.9,529,200.00 yaitu sebesar Rp.192,000.00 untuk belanja alat tuliskantor, Rp. 752,200.00 untuk belanjafotocopy, cetak dan pengadaan, Rp750,000.00 untuk belanja makanandan minuman rapat, Rp. 4,785,000.00untuk belanja barang untuk diberikankepada masyarakat, Rp. 1,500,000.00untuk belanja pengganti uangtransport, Rp. 450,000.00 untukbelanja honorarium tim pengelolakegiatan, Rp. 750,000.00 untukbelanja honorarium tim tekniskegiatan, Rp. 50,000.00 untuk belanjahonorarium petugas kebersihanlapangan, Rp. 300,000.00 belanjahonorarium narasumber atauistruktur dan Rp. 24,015,000.00untuk belanja modal yaitu belanjamodal pengadaan peralatan danmesin lainnyaPenentuan program prioritasmenjadi hal yang sangat pentingdalam penyusunan APBDesadikarenakan akan menentukan arahdari pembangunan desa itu sendiri.meskipun sudah dilakukan denganmemperhitungkan segalakemungkinan pasti ada sajahambatan atau kendala yangdihadapai khususnya PemerintahDesa dan BPD dalampelaksanaanya.

Sekretaris BPD Sukadirimenyampaikan bahwa kendala yangsering dihadapi bukan pada teknispenyusunan APBDesa, melainkanpada masyarakat desa itu sendiri.Masyarakat menginginkanaspirasinya dapat terealisasikansemuanya, sedangkan dana yangtersedia berbandik terbaik denganbanyaknya aspirasi masyarakat.Berdasarkan apa yang telahdisampaikan diatas maka kendalaatau hambatan yang terjadi ketikapenyusunan APBDesa ialahmasyarakat desa itu sendiri.Kurangnya pemahaman masyarakatdesa mengenai kewenangan yangdimiliki desa khususnya dalampengelolaan keuangan desa sepertiparameter penggunaan dana desa,menyebabkan sering terjadinyakesalahpahaman terhadap persepsiMasyarakat Desa dengan PemerintahDesa Sukadiri.Kurangnya pemahamanMasyarakat Desa Sukadiri mengenaikeweangan desa dalam melakukanpengelolaan keuangan desa tersebutdisebabkan oleh beberapa hal seperti,rendahnya pendidikan MasyarakatDesa Sukadiri. Sebenarnya untuktingkat pendidikan di Desa Sukadirisudah sangat baik, ini karenaterdapat Sekolah Dasar, SekolahMenengah Pertama Bahkan SekolahMenengah Atas Negeri berada dalamruang Lingkup Desa Sukadiri.Rendahnya pendidikanmasyarakat desa sukadiri iniditujukan kepada para tokohmasyarakat, serta masyarakat lainnyayang sudah berumur yang pada
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masanya tidak memiliki cukuppendidikan. Dan mereka-merekalahyang lebih sering mengikuti kegiatanpemerintah desa sepertipramusrenbang dan musrenbangdesa. Hal tersebutpun didukungdengan rendahnya partisipasi paraPemuda-Pemuda Desa Sukadiri untuklebih ikut serta atau berpartisipasidalam kegiatan pemerintah desakhususnya pramusrenbang danmusrenbang desa dikarenakan haltersebut sangat mempengaruhiAPBDesa Sukadiri. Serta minimnyainformasi yang diberikan olehpemerintah desa sukadiri mengenaikewenangan desa dalam pengelolaankeuangan desa serta parameter yangdigunakan dalam menganggarkansuatu program kerja pemerintah desa.
2. Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan DesaPendapatan desa sebagaimanayang tercantum dalam PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 113Tahun 2014 Tentang PengelolaanKeuangan Desa Pasal 9 “pendapatandesa meliputi semua penerimaanuang melalui rekening desa yangmerupakan hak desa dalam 1 (satu)tahun anggaran yang tidak perludibayar kembalioleh desa”.Berdasarkan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desapendapatan desa bersumber dari a)Pendapatan asli desa; b) AlokasiAnggaran Pendapatan dan BelanjaNegara; c) Bagian dari hasil pajakdaerah dan retribusi daerahkabupaten atau kota; d) Alokasi danadesa yang merupakan bagian dari

dana perimbangan yang diterimakabupaten atau kota; e) Bantuankeuangan dari Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Provinsi danAnggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah kabupaten atau kota; f) Hibahdan sumbangaan yang tidak mengikatdari pihak ketiga; g) Lain-lainpendapatan desa yang sah.Belanja desa sebagaimana yangtertera pada Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 113 Tahun2014 Tentang Pengelolaan KeuanganDesa “belanja desa meliputi semuapengeluaran dari rekening desa yangmerupakan kewajiban desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidakakan diperoleh pembayarannyakembali oleh desa”. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa Pasal 74 Ayat 1 bahwa“belanja desa diprioritaskan untuk
memenuhi kebutuhan pembangunan
yang disepakati bersama dalam
musyawarah desa dan sesuai dengan
prioritas pemerintah daerah
kabupaten/kota”.Belanja Desa Sukadiridipergunakan untuk membiayaiprogram-program kerja yangsebelumnya telah dirumuskan dalamRKPDes Sukadiri yang telahdisesuaikan dengan berpedomanpada RPJMDes Sukadiri sehingga arahdari pembangunan Desa Sukadirisesuai dengan arah pembangunanpemerintah Kabupaten Tangerang.Sumber pendapatan DesaSukadiri yang dipergunakan dalamAPBDesa Sukadiri khususnya untukmembiayai pembelanjaan ataubelanja Desa Sukadiri hanya
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bersumber dari alokasi dana dariAPBN, dana alokasi dari KabupatenTangerang serta bagi hasil pajak danretribusi sehingga dana yangdigunakan untuk membiayai belanjadesa yang terdiri dari program-program kerja pemerintah desa yangdirumuskan dalam RKPDes Sukadiriharus dipertanggungjawab secarahukum dengan cara melakukanpencatatan pendapatan dan belanjadesa secara administratif.APBDesa adalah dana alokasibaik dari pusat atau daerah melaluirekening kas desa, kemudian yangberhak mengambilnya ialah kepaladesa dengan bendahara, pencatatandilakukan oleh bendahara, apabilaada kegiatan yang sudah selesaidilakukan, ada SPP (Surat PerintahPembayaran) dimasukan kwitansikemudian dicatat siapa penerimanya,siapa yang membayarkannya dansiapa yang mengetahuinya sesuaibidang masing-masing, semua dicatatdalam APBDesa termasuk pajak-pajakyang harus dibayar. Semua kegiatankeuangan desa dikelola melaluiaplikasi SISKEUDES atau SistemKeuangan Desa, namun hanya prosespencatatan penerimaan dan belanjadesa yang bersumber dari alokasidana pusat ataupun daerah.Kegiatan pencatatan mengenaipendapatan dan belanja desadilakukan melalui aplikasiSISKEUDES atau Sistem KeunaganDesa, alpikasi ini dikembangkan olehBadan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) dalam rangkameningkatkan kualitas tata kelolakeuangan desa secara efektif dan

efesien serta untuk membantupemerintah desa dalam melakukanpelaporan mengenai keuangan desamereka. Kepala Desa Sukadiri jugamenyampaikan mengenai prosespencatatan pendapatan dan belanjadesa adalah a) untuk kegiatanpencatatan tersebut dilakukan olehsekretariat desa mengenaipemasukan dan pengeluaran desayaitu bendahara desa. prosespencairan dana untuk pembayaranatau membiayai program yangtertera pada RKPDes dilakukandengan adanya rekomendasi sayauntuk pencairan sejumlah danasesuai dengan yang tertera padaRKPDes kemudian diberikan kepadabendahara desa yang selanjutnyauang tersebut dapat dicairakan darirekening desa dan dapat digunakanuntuk membiayai program kerjatersebut; b) Penggunaan anggarandesa khususnya mengenai pencairansejumlah uang yang dilakukan untukmembiayai program desa yang sudahtercantum dalam RKPDes harusdilakukan dengan baik dan sesuaidengan prosuder pencairan danatersebut seperti mengumpulkan data-data atau bukti-bukti hasil transaksiseperti kwitansi pembelian,dokumentasi kegiatan dan lainsebagainya mengenai pembayaranhal-hal yang dibutuhkan dalamkegiatan tersebut. hal tersebutdilakukan untuk membantu dalamproses pertanggungjawaban sertalaporan keuangan desa itu sendiri.Sebagaimana yang telah disampaikanoleh Kepala Desa dan Sekretaris DesaSukadiri diatas.
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Pembiayaan desa menurutPeraturan Menteri Dalam NegeriNomor 113 Tahun 2014 TentangPengelolaan Keuangan Desa Pasal 18Ayat 1 “pembiayaan desa meliputisemua penerimaan yang perludibayar kembali dan/ataupengeluaran yang akan diterimakembali, baik pada tahun anggaranyang bersangkutan maupun padatahun-tahun anggaran berikutnya”.Sedangkan pada Ayat 2 pembiayaandesa terdiri dari “penerimaanpembiyaan dan pengeluaranpembiyaan”. Penerimaanpembiayaan desa dalam PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 113Tahun 2014 Tentang PengelolaanKeuangan Desa terdiri dari Pasal 18Ayat 2 “Sisa lebih perhitungananggaran (SiLPA) tahun sebelumnya,Pencairan dana cadangan, dan Hasilpenjualan kekayaan desa yangdipisahkan”. Serta Pasal 19 Ayat 1Pengeluaran pembiayaan desa terdiridari “pembentukan dana cadangan
dan penyertaan modal desa”.Desa Sukadiri hanya memilikipenerimaan pembiayaan yang berasaldari SILPA atau Sisa LebihPerhitungan Anggaran. Hal tersebutdapat terjadi disebabkan dalammenganggarkan sejumlah uang untukmembiayai program kerja sepertipembeliaan barang pokoknyaditentukan berdasarkan hargatertinggi dipasaran, kemudian ketikaprosesnya pemerintah desa dapatmelakukan negosisi kepada penyediabarang mengenai harga barang pokoktersebut. Apabila pemerintah desadapat melakukan negosiasi dan

mendapatkan keuntungan materialdari hal tersebut, maka keuntungantersebut dikembalikan ke kas desadan menjadi SILPA pada tahuntersebut dan akan dimasukankembali atau dianggarkan pada tahunselanjutnya.Berdasarkan undang-undangdesa, bahwa pendapatan desa tidakhanya bersumber dari alokasi danadari pemerintah diatasnya melainkanjuga didapatkan dari pendapatan aslidesa. Pendapatan asli desa dalamPeraturan Menteri Dalam NegeriNomor 113 Tahun 2014 TentangPengelolaan Keuangan Desa Pasal 9Ayat 3 terdiri atas “hasil usaha, hasil
aset, swadaya, partisipasi dan gotong
royong, dan lain-lain pendapatan asli
desa”.Berbeda dengan pendapatandesa yang bersumber dari danaalokasi, pendapatan asli desa tetapdilakukan pencatatan secaraadministratif namun tidakmenggunakan SISKEUDESsebagaimana yang dilakukan padapendapatan desa yang bersumberdari dana alokasi. Hal itu terjadikarena pendapatan tidak dituntutsecara hukum dalampertanggungjawabkannya meskipunitu dapat terjadi apabila terjadipenyalahgunaan penggunaananggaran dari pendapatan asli desatersebut. Pertanggungjawabanpendapatan asli desa lebihmenekankan pada moralitaspemerintah desa, sebab dana yangbersumber dari pendapatan asli desamerupakan hasil kerja kerasmasyarakat Desa Sukadiri itu sendiri.
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Desa Sukadiri sendiri tidakmemiliki pendapatan asli desa, olehkarena itu dana atau anggaran yangdigunakan untuk membiayaiprogram-program kerja permeintahdesa dibiayai oleh alokasi dana daripusat dan daerah. Salah satupenyebab tidak adanya pendapatanasli desa di Desa Sukadiridikarenakan tidak adanya BadanUsaha Milik Desa atau BUMDes.Meskipun begitu Desa Sukadiri masihmemiliki kelompok-kelompok usahaseperti kelompok usaha tani. Namunkelompok-kelompok tersebut tidakmenyetorkan pendapatan atau hasilyang mereka dapatkan kepadapemerintah desa, melainkandibagikan kepada para anggota-anggotanya. Ini disebabkan meskipunkelompok-kelompok usaha tersebutberada di Desa Sukadiri dan dikelolaoleh masyarakat Desa Sukadirisendiri namun bukan kepemilikanatau aset Desa Sukadiri. SehinggaPemerintah Desa Sukadiri tidakmemiliki wewenang untukmemperoleh dana dari kelompok-kelompok usaha tersebut.Pendapatan asli desa yangbersifat pungutan-pungutan yangdilakukan oleh pemerintah desahanya bersifat temporer atausementeara. Contoh kasusnya yaituketika desa membutuhkan lahanuntuk Tempat Pemakaman Umumatau TPU secara mendadak ketikaAPBDesa sudah berjalan separuhjalan, kemudian desa melakukanrapat dengan RT, RW, PegawaiPemerintah Desa, BPD, TokohMasyarakat dan lain sebagainya

untuk menyelesaikan permasalahantersebut. Pemerintah Desa disinihanya sebagai fasilisator sebabpengelolaan uang yang telahterkumpul tersebut bukan berasaldari aparatur desa melainkan tokohmasyarakat yang sudah dipercayaoleh masyarakat.
3. Penetapan Anggaran

Pendapatan dan Belanja DesaPenetapan AnggaranPendapatan dan Belanja Desa atauAPBDes marupakan prosesmelegalisasi terhadap APBDestersebut. Sebelum APBDes dapatdigunakan untuk membiayai RKPDes,maka APBDes harus ditetapkanmelalui Perdes atau Peraturan Desa.Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 Tentang Desa Pasal 69 Ayat 3menjelaskan “Peraturan Desa
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah
dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan Desa”. Sertapada Ayat 4 dijelaskan bahwa“Rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa, pungutan, tata ruang, dan
organisasi pemerintah desa harus
mendapatkan evaluasi dari
bupati/walikota sebelum ditetapkan
menjadi Peraturan Desa”.Upaya yang dilakukan oleh DesaSukadiri sebagai wujudoperasionalisasi dari peraturandalam Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 adalah sebelumpenetapan RAPBDesa menjadiAPBDesa ada Rancangan PeraturanDesa atau Raperdes mengenaipenetapan APBDesa, hal pertamaialah kepala desa mengajukan
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Raperdes setelah Rencana KerjaPemerintah Desa atau RKPDesmelalui proses penghitungan danestimasi dari Kabupaten Tangerang,setelah disetujui maka kepala desamembuat permohonan ke BPD untukmenetapkan Raperdes tersebutmenjadi Perdes, Raperdes setelahdisetujui di desa dibawa kekabupaten untuk dievaluasi olehbupati, setelah itu penetapandilakukan oleh aparatur desa, BPDdan masyarkat untuk menetapkanAPBDesa tahun berjalan.APBDesa merupakan anggaranyang digunakan pemerintah desauntuk membiayai RKPDes atauRencana Kerja Pemerintah Desa danuntuk dapat menggunakan anggarantersebut maka RAPBDesa yang sudahdibuat dan disetujui oleh PemerintahDesa dan BPD Sukadiri harusditetapkan menjadi APBDesa melaluiPeraturan Desa atau Perdes yangdilakukan oleh Kepala Desa Sukadiri.Sebelum melakukan penetapanmelalui perdes, Kepala Desamengajukan Raperdes mengenaipenetapan APBDesa kepada BPDuntuk disepakati bersama. SetelahRaperdes disetujui untuk sepakatioleh BPD, kemudian RAPBDesa yangtelah dibuat diajukan atau diserahkankepada kabupaten untuk dievaluasi.Kegiatan tersebut dapatdidelegasikan kepada camat setempatdalam hal ini Camat Sukadiri, untukmelakukan persetujuan mengenaiRAPBDesa tersebut. Setelahdisepakati oleh bupati melalui camatmaka RAPBDesa tersebut dapatditetapkan bersama Pemerintah

Desa, BPD serta perwakilanMasyarakat Desa Sukadiri melaluiPerdes dan secara legal dapatdipergunakan untuk membiayaiRKPDes tahun berjalan.
E. SIMPULAN DAN SARAN
1. SimpulanMekanisme penyusunanAnggaran Pendapatan dan BelanjaDesa atau APBDesa yang dilakukan diDesa Sukadiri Tahun Anggaran 2017sudah berjalan dengan baik danmengikuti kaidah-kaidah dalampenyusunan APBDesa yang telahdiamanatkan dalam Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,sehingga program-program kerjatersebut memiliki suatu arahpembangunan. Desa Sukadirimenggunakan bottom up planningdalam penyusunan APBDesa, dimanadalam menentukan program-program kerja pemerintah desaberdasarkan apa yang disampaikanmasyarakat mengenai kebutuhan,keinginan dan permasalahan yangmereka hadapi dalam keseharian.kemudian, tim penyusun APBDesayang terdiri dari Kepala Desa, Sekdes,BPD dan seterusnya melakukanpenyortiran atau filterisasi mengenaipenentuan program prioritas yangakan dianggarkan dalam APBDesamengingat banyaknya aspirasimasyarakat berbanding terbaikdengan jumlah nominal keuangan didesa. Tim penyusun tersebutmerumuskan program prioritasdengan berpedoman pada RPJMDesyang kemudian dirumuskan dalamRKPDes tahun tersebut.
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2. SaranTerdapat beberapa kekuranganmengenai penyusunan APBDesa diDesa Sukadiri, hal tersebut yaitumengenai pendapatan asli desa danupaya-upaya dalam peningkatanpendapatan asli desa. Sebagaimanayang peneliti jelaskan pada hasilpenelitian bahwasanya Desa Sukadiritidak memiliki pendapatan asli desayang dapat digunakan sebagaisumber APBDesa. Pemerintah desahanya menggunakan alokasi danadari pemerintah diatasnya danretibusi hasil pajak sebagai sumberAPBDesa. Padahal peningkatanpendapatan asli desa juga merupakantujuan dari pemerintah pusatmembantu keuangan desa denganalokasi dana dari APBN tersebut.Kurangnya pemahamanmasyarakat desa mengenaikewenangan desa dalam mengelolakeuangan desa serta parameter yangdigunakan dalam penggunaankeuangan desa tersebut juga menjadipermasalahan yang sering dihadapioleh Pemerintahan Desa Sukadiridalan penyusunan APBDesa. Saranyang dapat peneliti kemukakanmengenai penelitian ini adalahmendirikan atau membuat programmengenai Badan Usaha Milik Desaatau BUMDes di Desa Sukadiri untukmeningkatkan sumber pendapatanasli desa; melegalkan pungutan-pungutan yang dilakukan DesaSukadiri sebagai salah satu sumberpendapatan asli desa; melakukanmenejerial yang berkelanjutanmengenai program-programpemerintah desa perihal

pembedayaan masyarakat khususnyayang bersifat ekonomis, sehinggaprogram tersebut tidak habis begitusaja tanpa memberikan impact ataudampak terhadap Masyarakat DesaSukadiri dan Desa Sukadiri itu sendirisebagai sumber pendapatan asli desa;Pemerintah Desa Sukadirimemberikan sosialisasi kepadamasyarakat desa mengenaikewenangan desa dalam pengelolaankeuangan, serta parameter yangdigunakan dalam penggunaankeuangan desa tersebut.
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